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ABSTRAK 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai bukti empiris atas 

beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data 

primer. Populasi didalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah wajib pajak 

orang pribadi yang mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty) di KPP 

Pratama Purwokerto. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode convenience sampling. Uji analisis regresi linier berganda 

yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik serta uji reliabilitas dan validitas. 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwakesadaran wajib pajak, sanksi 

perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman 

Perpajakan, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Study aims to discuss empirical evidence on several factors that can affect 

taxpayer compliance. Research method used is a qualitative method using 

primary data. Population in this study is the total number of individual taxpayers 

who participated in the tax amnesty program at KPP Pratama Purwokerto. 

Sampling in this study was carried out using the convenience sampling method. 

Multiple linear regression analysis test was previously carried out using the 

classical assumption test as well as reliability and validity tests. 

Results of this study found that taxpayer awareness, tax sanctions, tax 

understanding and tax amnesty have a positive effect on taxpayer compliance 

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Understanding, Tax 

Amnesty, Taxpayer Compliance 
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INTISARI 

 

 

Pemerintah sedang memfokuskan untuk terus berupaya memaksimalkan 

penerimaan kas negara dari sektor perpajakan melalui berbagai kebijakan yang 

diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban membayar pajak. Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu 

sebagai sumber keuangan negara atau fungsi budgetair, pajak digunakan untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi atau fungsi regularent dan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan 

atau fungsi distribusi. Peneltian ini berfokus pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor tersebut antara 

lain Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Tax 

Amnesty. 

Populasi didalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah wajib pajak 

orang pribadi yang mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty) di KPP 

Pratama Purwokerto. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode convenience sampling. Uji analisis regresi linier berganda 

yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik serta uji reliabilitas dan validitas. 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwakesadaran wajib pajak, sanksi 

perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 

Saat ini, pemerintah sedang memfokuskan untuk terus berupaya 

memaksimalkan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan melalui berbagai 

kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban membayar pajak. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai sumber keuangan 

negara atau fungsi budgetair, pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi atau fungsi regularent 

dan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan atau fungsi distribusi. Tanpa pajak, 

kehidupan negara tidak akan dapat berjalan dengan baik karena pembangunan 

infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak 

(BBM), pembayaran para pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik 

semua dibiayai negara dari pajak. 

Pajak menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

yang kontribusinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Persentase capaian 

penerimaan pajak diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi peneriman 
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pajak dengan target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah 

realisasi penerimaan pajak neto terhadap target penerimaan pajak, sedangakn 

target penerimaan pajak adalah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data mengenai capaian penerimaan 

pajak dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) selama tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. 

Capaian Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2016-2018 

 

 

Tahun 

Realisasi 

(milliard Rp) 

Target 

(milliar Rp) 

Tingkat 

Pencapaian (%) 

2016 1.105,73 1.355,20 81,59 

2017 1.151,03 1.283,57 89,67 

2018 1.315,51 1.424,00 92,24 

Sumber: LAKIN DJP Tahun 2018 

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari target penerimaan pajak 

dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai 

dengan Desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari 

target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik 

dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 

89,67%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan 

yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Menurut Laporan Kinerja Direktorat 

Jenderal Pajak (LAKIN DJP) tahun 2018 diperoleh informasi bahwa secara 

keseluruhan, pertumbuhan penerimaan PPh Nonmigas sebesar 14,89% atau 



3  

 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan angka pertumbuhan di 

tahun 2017 yaitu -5,34%. Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 25/29 Orang 

Pribadi pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp9,41 triliun atau tumbuh sebesar 

20,50% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Namun, 

pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2018 ini masih jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 yaitu sebesar 

48,03%. 

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak 

Penghasilan adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 

tanggal 1 Januari 2009. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan 

bahwa Indonesia tetap mempertahankan sistem self assessment, yaitu suatu 

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 

menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor 

(Supramono dan Damayanti, 2010). Sistem ini menuntut wajib pajak untuk 

bersikap aktif mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan 

menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan kebenaran pembayaran pajak 

tergantung pada kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. 

Informasi yang tepat, cepat dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat 

penting untuk dapat mengenakan pajak secara adil dan wajar sesuai dengan 

kemampuan ekonomis wajib pajak. 

Pengenaan pajak secara adil dan wajar sesuai dengan kemampuan 

ekonomis wajib  pajak dapat terwujud  jika penerapan sistem self assessment 
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berjalan efektif yaitu ketika kondisi kepatuhan sukarela dari masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan telah terbentuk. Namun, kenyataan yang ada di 

Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak relatif masih rendah, hal 

ini dapat terlihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin 

dari angka tax ratio dan tax gap. Tax ratio merupakan rasio yang dipergunakan 

untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu 

negara, sedangkan tax gap merupakan rasio yang dipergunakan untuk menilai 

tingkat kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan 

realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan 

tulang punggung sistem self assessment. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, 

pemahaman perpajakan dan tax amnesty. 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah 

kesadaran wajib pajak. Pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah suatu 

kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati 

ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan kenginan 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2011). 

Kesadaran merupakan faktor internal yang ada di dalam diri wajib pajak. Tingkat 

kesadaran wajib pajak menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seorang 

wajib pajak tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat 

kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan 
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semakin baik sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan 

dan Halimatusyadiah (2018) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, 

studi yang dilakukan oleh Lydiana (2018) justru menunjukkan hasil sebaliknya 

bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang kedua adalah 

sanksi perpajakan. Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang 

diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang- 

undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu 

mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. 

Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi 

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi, dengan kata 

lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) menemukan bukti bahwa sanksi 

perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dapat menekan terjadinya 

pelanggaran dan meningkatkan niat wajib pajak untuk membayar pajak demi 

menghindari  konsekuensi  hukum  yang  harus  dihadapi.  Berbeda  dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2018) serta Saeful, Muttalib dan Jaya 

(2019) yang menunjukkan hasil sebaliknya bahwa sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ketiga adalah 

pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan juga memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak adalah informasi 

pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, 

mengambil keputusan, dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Veronica, 2009). Mengetahui dan 

memahami peraturan perpajakan bagi setiap wajib pajak merupakan suatu 

keharusan. Karena dengan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, 

seorang wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban dalam 

membayar pajaknya. Menurut Rahayu (2010), semakin tinggi tingkat 

pemahaman perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Cahyani dan Noviari (2019) memberikan bukti bahwa pemahaman 

perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Berbeda dengan hasil studi dari Subarkah dan Dewi (2017) yang 

menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan sebab merupakan riset dasar 

bagi pengembangan model penelitian berikutnya. Beberapa penelitiansebelumnya 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Adanya perbedaan hasil penelitian 
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terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut 

yang melatarbelakangi penelitian ini untuk melakukan pengujian kembali 

mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan maupun 

pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melakukan 

pengembangan model melalui penambahan variabel tax amnesty. 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang keempat adalah 

tax amnesty. Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakanyang 

memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar 

tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan 

peneriman pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (tax evaders) 

menjadi wajib pajak patuh (honest taxpayers) sehingga diharapkan akan 

mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (taxpayer's voluntatity 

compliance) di masa yang akan datang (Hutagaol, 2007). Saat tax amnesty mulai 

diberlakukan pada bulan Juli tahun 2016 lalu, pemerintah menargetkan deklarasi 

harta mencapai Rp4.000 triliun, repatriasi Rp1.000 triliun, dan pembayaran uang 

tebusan Rp165 triliun. Menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 

(LAKIN DJP) tahun 2018 diperoleh informasi bahwa pertumbuhan PPh Pasal 

25/29 Orang Pribadi tahun 2017 sebesar 48,03%. Angka pertumbuhan di tahun 

2017 yang sangat besar tersebut merupakan salah satu dampak langsung 

peningkatan kepatuhan wajib pajak pasca diterapkannya program tax amnesty. 

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diterapkan oleh pemerintah 

mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak 

terutangnya sehingga penerimaan kas negara dapat bertambah. Studi yang 
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dilakukan oleh Ardayani dan Jati (2019) mengungkapkan bahwa tax amnesty 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Sholichah (2018) justru menunjukkan hasil 

sebaliknya bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian yang sekarang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini hendak menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, 

pemahaman perpajakan dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 

mengembangkan model baru sebagai sintesa dari model-model penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018); Cahyani 

dan Noviari (2019); Lydiana (2018); Bahri (2018); Saeful, Muttalib dan Jaya 

(2019) serta Subarkah dan Dewi (2017). Penelitian yangsekarang dilakukan lebih 

menekankan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar 

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Purwokerto merupakan salah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, baik yang telah terdaftar 

sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah mengalami modernisasi sistem dan 

struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi 

pada jenis pajak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan 

kecepatan para aparat perpajakan dalam memberikan pelayanan perpajakan 

kepada Wajib Pajak. 



9  

 

Penulis tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto karena meskipun jumlah 

wajib pajak terus meningkat, namun pada kenyataan jumlah pelaporan SPT terus 

mengalami penurunan yang tidak sebanding dengan jumlah WPOP yang terdaftar 

(Hana, 2017). Kondisi demikian menunjukkan adanya indikasi tingkat kepatuhan 

yang rendah dari para wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Purwokerto dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana 

pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan 

tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. 

1.2. Rumusan Masalah 

Penerimaan kas negara dari sektor perpajakan dapat terus ditingkatkan jika 

kondisi kepatuhan sukarela dari para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan telah terbentuk. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia 

menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak relatif masih rendah, hal ini dapat 

terlihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka tax 

ratio. Kepatuhan wajib pajak yang rendah menyebabkan rasio pajak di Indonesia 

masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Rasio pajak (tax ratio) di 

Indonesia tahun 2017 hanya sekitar 11% jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

rasio pajak rata-rata secara global yaitu sebesar 14,8% (Direktorat Jenderal Pajak, 

2018). Mengacu pada permasalahan tersebut, maka sangat penting untuk 

mengukur dan mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak melalui faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 
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Hasil-hasil dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, 

pemahaman perpajakan dan tax amnesty (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018; 

Cahyani dan Noviari, 2019; Ardayani dan Jati 2019). Dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan mengenai hubungan antara kesadaran 

wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty dengan 

kepatuhan wajib pajak sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diuraikan rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto? 

2. Apakah terdapat pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhanwajib 

pajak pada KPP Pratama Purwokerto? 

3. Apakah terdapat pengaruh dari pemahaman perpajakan 

terhadapkepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto? 

4. Apakah terdapat pengaruh dari tax amnesty terhadap kepatuhan wajibpajak 

pada KPP Pratama Purwokerto? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian itu merupakan keinginan-keinginan dari peneliti atashasil 

penelitian dengan mendasarkan pada indikator-indikator apa yang hendak 

ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel 

yang diteliti. 
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Mendasarkan pada rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya 

maka tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto. 

2. Untuk menguji pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada KPP Pratama Purwokerto. 

3. Untuk menguji pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto. 

4. Untuk menguji pengaruh dari tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada KPP Pratama Purwokerto. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dari penelitian ini akan dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Pembaca 

1. Dapat menambah wawasan dan mengimplementasikan ilmu akuntansi, 

khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Diharapkan dapat memberikan dan memperluas pemahaman mengenai 

perpajakan di Indonesia. 

1.4.2 Bagi KPP Pratama Purwokerto 

1. Diharapkan akan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang sehingga penerimaan 

pajak dapat sesuai dengan target yang telah direncanakan atau diharapkan. 
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2. Sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan terkait 

dengan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui 

kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax 

amnesty. 

1.4.3 Bagi Akademisi 

1. Dapat dijadikan sebagai referensi serta memotivasi mahasiswa untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kepatuhan wajib pajak. 

2. Sebagai bahan informasi yang dapat disampaikan kepada mahasiswa yang 

membutuhkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak sebagai bahan referensi. 

1.4.4 Bagi Pihak Umum/Masyarakat 

Sebagai bahan bacaan dan referensi untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya 

kepatuhan dalam membayar pajak demi menunjang penerimaan negara guna 

membiayai pembangunan nasional dankelangsungan hidup warga negara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior merupakan teori tentang perilaku seseorang 

untuk termotivasi dalam melakukan sesuatu. Motivasi di sini adalah yang dimiliki 

oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannyadalam hal perpajakan. Menurut 

Ermawati dan Afifi (2018) Theory of Planned Behavior merupakan alat kontrol 

yang digunakan untuk memprediksi perilaku wajib pajak dan dapat digunakan 

untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori ini 

menunjukkan seberapa besar usaha wajib pajak dalam mematuhi peraturan 

perpajakan, misalnya: kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat 

waktu, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan(SPT) baik 

masa maupun tahunan. 

Menurut Ajzen (2005), Theory of Planned Behavior menyebutkan bahwa 

perilaku timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Dalam hal ini, wajib 

pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan ini disebabkan karena persepsi 

wajib pajak bahwa wajib pajak itu harus sadar bahwa peran dari pajak sangat 

mendukung perekonomian. Munculnya niat itu sendiri disebabkan oleh tiga 

faktor, yaitu: 

1) Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku 

dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut (beliefs strength and outcome 

evaluations). 
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2) Normative beliefs, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatiforang 

lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, 

dan motivasi untuk mencapai harapan itu. 

3) Control beliefs, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut memengaruhi perilaku 

yang akan ditampilkan. 

2.1.2 Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 

Menurut Resmi (2014), teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti 

mendasarkan pada paham organische staatsleer yang mengajarkan bahwa karena 

sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-induvidu, maka timbul hak 

mutlak bagi Negara untuk memungut pajak. Sugiarto (2018) mengemukakan 

bahwa menurut teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, negara dibentuk 

karena adanya persekutuan individu. Sekumpulan individu tersebut membuat 

perjanjian untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya 

kepada negara untuk memimpin masyarakat. Oleh karena itu, individu harus 

membaktikan dirinya kepada negara dengan cara membayar pajak. 

Supramono dan Damayanti (2010) menjelaskan bahwa teori kewajiban 

pajak mutlak atau teori bakti ini mengutamakan negara di atas kepentingan 

masyarakat. Masyarakat atau rakyat dianggap memiliki kewajiban mutlak yaitu 

berbakti kepada negara. Sebagai warga negara yang baik, rakyat harus 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban karena negaralah 

yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, 
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menurut teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, negara berhak untuk 

memungut pajak dan rakyat harus patuh untuk membayar pajak sebagai suatu 

kewajiban dan tanda baktinya kepadanegara. Kepatuhan pajak oleh rakyat tersebut 

dilakukan agar sistem pemerintahan negara bisa terus berjalan dengan baik. 

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau 

patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan 

kepatuhan wajib pajak adalah sikap tunduk dari wajib pajak terhadap peraturan 

perundang-undangan perpajakan (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Kepatuhan 

juga bisa berarti motivasi seseorang,kelompok atau organisasi untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Simon James et al., 

(dalam Brotodihardjo, 2013) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak (tax 

compliance) sebagaikesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya 

sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, 

investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik 

hukum maupun administratif. 

Kiryanto (2000) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan adalah 

memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, 

mengisidengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada 

waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Perilaku patuh seseorang merupakan 

interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Rahayu (2010) 

menjelaskan bahwa kepatuhan berarti mematuhi, taat atau tunduk pada ajaran atau 

aturan yang berlaku, jadi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diartikan 
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sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat didefinisikan sebagai suatu 

keadaan di mana wajib pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Menurut Nurmantu (2010), 

terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang- 

Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: 

a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu. 

 

b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah. 

 

c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak. 

 

2. Kepatuhan Material 

 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

subtansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi 

dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan materiil dalam hal 

ini adalah sebagai berikut (Rahayu, 2010): 

a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila 

petugas membutuhkan informasi. 

b. Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajakdalam 

pelaksanaan proses administrasi perpajakan. 
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c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan 

merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik. 

Menurut Norman D. Nowak (dalam Rizajayanti, 2017), kepatuhan wajib 

pajak memiliki pengertian sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut: 

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

 

3. Menghitung jumlah pembayaran pajak yang terhutang dengan benar. 

4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya. 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan 

dimana Wajib Pajak secara sadar memenuhi semua kewajiban perpajakan serta 

melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturanyang berlaku. Menurut 

Azizah (2019) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur menggunakan 

beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Wajib pajak memiliki NPWP 

 

2. Wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela 

 

3. Wajib pajak menghitung kewajiban pajak 

 

4. Wajib pajak membayar kewajiban pajak 

 

5. Wajib pajak menghitung pajak terutang dengan benar 

 

6. Wajib pajak membayar kekurangan pajak 

 

7. Wajib pajak mengisi SPT sesuai UU 

 

8. Melaporkan SPT 
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9. Menyampaikan SPT tepat waktu. 

 

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan 

adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui 

atau mengerti perihal pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Muliari dan Setiawan 

(2011), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, 

mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta 

memiliki kesungguhan dan kenginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Selanjutnya, Rahman (2010) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak adalah 

keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia 

untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, wajib pajak 

yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak 

dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan 

melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajibpajak juga menghitung 

pajaknya dengan benar serta akan membayar pajak terutangnya. 

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat 

pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi 

tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran 

merupakan faktor internal yang ada di dalam diri wajib pajak. Menurut Azizah 

(2019), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kesadaran wajib pajak, yaitu: 

1. Adanya kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga Negara 
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2. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela 

 

3. Melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu 

4. Membayar pajak dengan kesadaran sendiri. 

 

2.1.5 Sanksi Perpajakan 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan 

rambu- rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus 

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar 

peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut Resmi (2014), sanksi pajak terjadi 

karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan. Jadi, 

apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan 

perpajakan dan undang-undang perpajakan. 

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa dalam undang-undang perpajakan 

dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksipidana. Ancaman 

terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi 

administrasi saja, dan ada yang diancam dengan sanksi pidana. Perbedaan sanksi 

administrasi dan sanksi pidana adalah: 

1. Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada 

negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. 
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2. Sanksi pidana, merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi ini 

merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan 

fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur 

sanksi perpajakan diantaranya adalah sebagai berikut (Kartini, 2018): 

1. Kedisiplinan. Semakin tinggi tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam 

membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam 

membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak 

pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat 

pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi. 

2. Tegas. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar 

pajak akan membuat wajib pajak jera sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan perpajakan, pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada 

wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan. 

3. Penerapan sanksi harus sesuai degan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

Pengenaan sanksi terhadap wajib terbagi menjadi dua yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan kepada wajib 

pajak tergantung pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku. 

2.1.6 Pemahaman Perpajakan 

Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak 

sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan arah menentukan 
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strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan 

(Veronica, 2009). Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan bagi setiap 

wajib pajak merupakan suatu keharusan. Karena dengan mengetahui dan 

memahami peraturan perpajakan, seorang wajib pajak akan lebih mudah untuk 

menjalankan kewajiban dalam membayar pajaknya. Sebagai bentuk kepatuhan 

pajak maka perlu adanya pemahaman tentang pajak. Pemahaman perpajakan 

meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, penghitungan pajak 

sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, penyetoran pajak 

(pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, dan pelaporan atas 

pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak. Apabila WP memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal tersebut, maka semua ketentuaan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak 

(Ekawati dan Radianto, 2008). 

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah self 

assessment system, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri 

yang dilakukannya dalam SPT. Menurut Zain (2008), dengan self assessment 

system ini wajib pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan 

semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung 

dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan 

melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang. 

Tingkat pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan self assessment system 

 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur  berdasarkan pemahaman 
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wajib pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan pajak terutang dengan penjelasan sebagai berikut (Lestari, 2010): 

1. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri 

untuk memperoleh NPWP. 

2. Wajib pajak mengisi sendiri surat pemberitahuan (SPT) secara benar. 

 

3. Wajib pajak menghitung sendiri besarnya kewajiban pajak terutang. 

 

4. Wajib pajak menyetorkan pajak tepat waktu sesuai tanggal yang ditentukan. 

 

5. Wajib pajak melaporkan kewajiban pajak pada kantor pajak. 

 

Menurut Cahyani (2019), variabel pemahaman wajib pajak dapat diukur 

menggunakan beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Pemahaman wajib pajak dalam menghitung pajak terutang 

 

2. Pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak 

 

3. Pemahaman wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang. 

 

2.1.7 Tax Amnesty 

Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang 

memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar 

tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan 

peneriman pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (tax evaders) 

menjadi wajib pajak patuh (honest taxpayers) sehingga diharapkan akan 

mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (taxpayer's voluntatity 

compliance) di masa yang akan datang (Hutagaol, 2007). Menurut Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No. 118/PMK.03/2016 tax amnesty adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 
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perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap 

harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Pengampunan Pajak. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan tax 

amnesty dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Ngadiman dan Huslin, 2015). 

Devano dan Rahayu (2006) mengemukakan bahwa tax amnesty 

merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam 

jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan 

penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi 

wajib pajak patuh. Terdapat beberapa jenis pengampunan pajak, yaitu (Devano 

dan Rahayu, 2006): 

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga 

dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan.Tujuannya 

adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus 

menambah jumlah wajib pajak terdaftar; 

2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang 

terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi 

pidana pajaknya; 

3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, 

namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana 

pajaknya; 

4. Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi 
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bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk 

menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar seterusnya mulai membayar 

pajak. 

Menurut Bako (2004), tax amnesty mempunyai beberapa manfaat: Pertama, 

bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan tax ratio. Kedua, bagi wajib 

pajak yang belum memiliki NPWP pengampunan pajak dapat menghindarkan 

sanksi perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan pengampunan pajak dapat 

meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal. Tax amnesty dipandang 

sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang 

karena tax amnesty memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk 

atau kembali ke administrasi perpajakan. Pada umumnya, pemberian tax amnesty 

bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, 

meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, mendorong repatriasi 

modal atau aset, dan transisi ke sistem perpajakan yang baru (Darussalam, 2014). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 

subjek pengampunan pajak ialah setiap Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi 

maupun Badan Usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh 

dapat mengikuti Amnesti Pajak. Sedangkan yang dikecualikan dari subjek pajak 

adalah wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya 

telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani 

hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Objek pengampunan 

pajak adalah kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, 

yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban 
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perpajakan yang dimaksud terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

Fasilitas yang bisa didapatkan jika wajib pajak mengikuti program tax amnesty 

adalah (Forum Pajak, 2016): 

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau 

PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan 

ketetapan pajaknya; 

2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telahditerbitkan; 

 

3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; 

4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak 

sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; 

5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau 

bangunan serta saham. 

Menurut Hutagaol (2007) beberapa pertimbangan untuk melakukan 

pengampunan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pelarian Modal ke Luar Negeri Secara Illegal 

Kebijakan tax amnesty merupakan upaya terakhir yang dilakukan 

pemerintah di dalam meningkatkan penerimaan pajak dan sekaliguslangkah awal 

bagi dimulainya reformasi moral bagi seluruh wajib pajak. Disebut sebagai 

“upaya terakhir” karena pemerintah mengalami kesulitan untuk memajaki dana 

atau 
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modal yang telah dibawa kabur (capital flight) atau diparkir di luar negeri. 

Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat 

menjangkau atau menyentuh waib pajak yang secara illegal menyimpan dananya 

di luar negeri. 

2. Rekayasa Transaksi Keuangan yang Mengakibatkan Kehilangan Potensi 

Penerimaan Pajak 

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional 

(international financial instrument and infrastructure) misalnya SPV Company 

tax haven countries dan derivative transactions (Forward SWAP, Option) telah 

mendorog banyak perusahaan besar melakukan rekayasa transaksi keuangan 

(financial transaction engineering). Setelah itu, keuntungan dibawa ke luar 

negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk lain misalnya 

pinjaman luar negeri (offshore loan) dan atau investasi asing (foreign investment). 

Transaksi ini disebut pencucian uang (money laundry). Ketentuan perpajakan 

domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan di atas. Apabila hal 

ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam 

jumlah signifikan. Tax amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran wajib 

pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh. 

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel tax 

amnesty, yaitu (Kartini, 2018): 

1. Kejujuran 

 

Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk 

mendapatkan pengampunan pajak serta melaporkan seluruh daftar rincian harta 
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beserta informasi kepemilikan harta. Kejujuran merupakan hal yang penting 

dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan 

pemungutan pajak. Kejujuran wajib pajak untuk melaporkan harta ini apabila 

wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, 

investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun 

administrasi. 

2. Ketaatan 

 

Ketaatan wajib pajak dalam membayar uang tebusan dan melunasi 

tunggakan pajak. Semakin tinggi tingkat ketataan dan kedisiplinan wajib pajak 

dalam membayar uang tebusan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam 

membayar pajak. Dikatakan taat apabila wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakan sesuai denganperaturan perpajakan mengenai tax amnesty. 

3. Peraturan Perundang-Undangan Tax Amnesty 

 

Setiap wajib pajak harus memahami peraturan perundang-undangan 

perpajakan karena di dalam UU tersebut dimuat semua yang terkait dengan pajak. 

Sehingga menciptakan wajib pajak yang patuh jika UU mengenai tax amnesty 

dipahami oleh para wajib pajak 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Selain berdasarkan teori, penulis juga menggunakan hasil-hasil penelitian 

terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penyusunan skripsi 

ini. Penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti/Tahun 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Siahaan, Stefani dan 

Halimatusyadiah (2018) 

Independen: 

1. Kesadaran Perpajakan 

Kesadaran perpajakan dan 

sanksi  perpajakan  berpengaruh 

  2. Sosialisasi Perpajakan 

3. Pelayanan Fiskus 

4. Sanksi Perpajakan 

positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi, sedangkan sosialisasi 

   perpajakan dan  pelayanan 

   fiscus tidak berpengaruh 

  Dependen: signifikan  terhadap  kepatuhan 

  Kepatuhan Wajib Pajak wajib pajak orang pribadi. 

2 Cahyani,Luh Putu 

Gita dan Naniek 

Noviari (2019) 

Independen: 

1. Tarif Pajak 

2. Pemahaman Perpajakan 

3. Sanksi Perpajakan 

Tarif pajak, pemahaman 

perpajakan dan sanksi perpajakan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

  
Dependen: 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 

3 Ardayani, Putu Vio 

Narakusuma da I Ketut 

Jati (2019) 

Independen: 

1. Tax Amnesty 

2. Kondisi Keuangan 

Tax amnesty dan kondisi 

keuangan mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan 

   terhadap Tingkat kepatuhan 

  Dependen: wajib pajak orang pribadi. 

  Kepatuhan Wajib Pajak  

4 Lydiana (2018) Independen: Pengetahuan pajak dan sanksi 

  1. Kesadaran Wajib Pajak pajak berpengaruh signifikan 

  2. Pengetahuan Pajak terhadap. kepatuhan wajib pajak 

  3. Sanksi Pajak dalam melaksanakan kepatuhan 

  Dependen: pajak, sedangkan kesadaran 

  Kepatuhan Wajib Pajak wajib pajak tidak berpengaruh 

   signifikan  terhadap kepatuhan 

   wajib pajak. 
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No Peneliti/Tahun 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

5 Bahri, Saiful (2018) Independen: 

1. Kualitas Pelayanan Pajak 

2. Pemahaman Peraturan 

Perpajakan 

3. Sanksi Perpajakan 

 

 

Dependen: 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Pemahaman peraturan 

perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak, sedangkan kualitas 

pelayanan pajak dan sanksi 

perpajakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak di area KPP pratama 

Kota Banda Aceh. 

6 Saeful, Abdul Muttalib 

dan Asri Jaya (2019) 

Independen: 

1. Kesadaran Pajak 

2. Sanksi Denda 

3. Sikap Fiskus 

 

 

Dependen: 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran perpajakan dan sikap 

fiscus berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak, sedangkan sanksi 

denda tidak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

7 Subarkah, J., dan Maya Independen: Kesadaran,  kualitas  pelayanan, 

 Widyana Dewi (2017) 1. Pemahaman 

2. Kesadaran 

3. Kualitas Pelayanan 

dan ketegasan sanksi 

berpengaruh positif  dan 

signifikan  terhadap kepatuhan 

  
4. Ketegasan Sanksi pajak individu pada KPP 

   Sukoharjo, sedangkan 

   pemahaman wajib pajak tidak 

   berpengaruh signifikan terhadap 

  Dependen: 

Kepatuhan Wajib Pajak 

kepatuhan pajak individu pada 

KPP Sukoharjo. 

8 Karnedi, Nahdah Fistra 

dan Amir Hidayatulloh 

(2019) 

Independen: 

1. Kesadaran Perpajakan 

2. Sanksi Pajak 

3. Tax Amnesty 

 

 

Dependen: 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi dipengaruhi secara 

signifikan oleh sanksi pajak dan 

tax amnesty, sedangkan 

kesadaran wajib pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 
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No Peneliti/Tahun 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

9 Putri, Kadek Juniati dan 

Putu Ery Setiawan 

(2017) 

Independen: 

1. Kesadaran Wajib Pajak 

2. Pengetahuan dan 

Pemahaman Perpajakan 

3. Kualitas Pelayanan 

4. Sanksi Perpajakan 

 

Dependen: 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan dan pemahaman 

peraturan perpajakan, kualitas 

pelayanan dan sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

 

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Simon James et al., dalam Brotodihardjo (2013), kepatuhan 

wajib pajak (tax compliance) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya 

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan 

sanksi baik hukum maupun administratif. Terdapat beberapa variabel yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satu diantaranya adalah kesadaran 

wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

merupakan hal yang sangat penting, karena kewajiban perpajakaan merupakan 

perwujudan daripengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung 

dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban 

pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat. 

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat 

dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior, dimana salah satu faktor penentu 
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niat seseorang untuk berperilaku adalah behavioral beliefs. Terkait dengan teori 

tersebut dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak muncul karena adanya 

niat yang didasarkan pada keyakinan yang kuat dari masing-masing individu 

bahwa perilaku kepatuhan dalam membayar pajak akan mampu memberikan 

dampak yang positif bagi keberhasilan pembangunan nasional dan kelangsungan 

hidup warga Negara. Hubungan kausal tersebut juga berkaitan dengan teori 

kewajiban pajak mutlak atau teori bakti dimana Negara mempunyai hak mutlak 

untukmemungut pajak, sedangkan di lain pihak, masyarakat sebagai wajib pajak 

harus menyadari bahwa membayar pajak secara sukarela merupakan suatu 

kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara. Melalui self 

assesment system, wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, membayar 

dan melaporkan pajaknya sehingga diharapkan akan dapat menumbuhkan 

kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara 

sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan pajak dengan 

benar dan sukarela, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari wajib 

pajak yang bersangkutan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah 

(2018) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orangpribadi. Selanjutnya, studi yang 

dilakukan oleh Saeful, dkk., (2019) juga menemukan bukti bahwa kesadaran 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengacu 
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pada penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto. 

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau 

dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah(preventif) 

agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi 

perpajakan sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang 

dilakukan oleh wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Wajib pajak cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakannya 

jika sanksi perpajakan yang diterapkan dinilai lebih banyak merugikan dirinya. 

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 

melalui Theory of Planned Behavior, dimana salah satu faktor penentu niat 

seseorang untuk berperilaku adalah control beliefs. Terkait dengan teori 

tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk 

berperilaku patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya karena adanya 

keyakinan bahwa perilaku mereka dikontrol oleh aturan Negara yang memberikan 

sanksi tegas kepada para wajib pajakyang melakukan penghindaran pajak. 

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah(2018) 

memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, 
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penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) juga menemukan 

bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto. 

2.3.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak 

sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan arah menentukan 

strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan 

(Veronica, 2009). Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur 

berdasarkan pemahaman wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, 

pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak dan pemahaman wajib pajak 

dalam melaporkan pajak terutang (Cahyani, 2019). Menurut Rahayu (2010) 

tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang memadai akan 

memudahkan para wajib pajak untuk patuh terhadap segala peraturan perpajakan 

yang telah ditetapkan. Jika sesorang telah memahami dan mengerti tentang 

perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat 

dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior, dimana salah satu faktor penentu 

niat seseorang untuk berperilaku adalah control beliefs. Terkait dengan teori 

tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk 
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berperilaku patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya karena mereka 

memiliki pemahaman perpajakan yang baik sebagai dasar untuk bertindak, 

mengambil keputusan, dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Bahri (2018) menunjukkan bukti bahwa pemahaman peraturan perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, studi yang 

dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) juga membuktikan bahwapemahaman 

perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapkepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H3: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto. 

2.3.4 Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang 

memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar 

tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan 

peneriman pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (tax evaders) 

menjadi wajib pajak patuh (honest taxpayers) sehingga diharapkan akan 

mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (taxpayer's voluntatity 

compliance) di masa yang akan datang (Hutagaol, 2007). Program pengampunan 

pajak (tax amnesty) ini memberikan suatu kesempatan waktu yang terbatas pada 

kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam 

waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dandenda) 
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yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut 

hukuman pidana. 

Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 

melalui Theory of Planned Behavior, dimana salah satu faktor penentu niat 

seseorang untuk berperilaku adalah normative beliefs. Terkait dengan teori 

tersebut dapat dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk 

berperilaku patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya karena adanya 

keyakinan tentang harapan normatif pemerintah bahwa program pengampunan 

pajak (tax amnesty) akan memberikan manfaat bagi para wajib pajak dan 

Negara sehingga para wajib pajak termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut. 

Ardayani dan Jati (2019) dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa tax 

amnesty mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi yang dilakukan oleh Karnedi dan 

Hidayatulloh (2019) juga menemukan bukti bahwa tax amnesty berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan 

hasil-hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka hipotesis keempat dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H4: Tax amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada KPP Pratama Purwokerto. 

2.4 Karangka Penelitian 

Simon James et al., (dalam Brotodihardjo, 2013) mendefinisikankepatuhan 

wajib pajak (tax compliance) sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya 
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Tax Amnesty 

(X4) 

Pemahaman Perpajakan 

(X3) 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

Sanksi Perpajakan 

(X2) 

Kesadaran Wajib Pajak 

(X1) 

 

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan 

sanksi baik hukum maupun administratif. Menurut Siti, Haris, dan Intan (2014) 

kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 

perpajakan. Istiqomah (2016) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. 

Selanjutnya, Hutagaol (2007) berpendapat bahwa kepatuhan sukarela wajib pajak 

(taxpayer's voluntatity compliance) di masa yang akan datang dipengaruhi oleh 

tax amnesty. Untuk memperjelas uraian mengenai pengaruh kesadaran wajib 

pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan maupun tax amnesty terhadap 

kepatuhan wajib pajak, maka dapat diilustrasikan dalam kerangka pemikiran 

teoritis melalui model penelitian seperti tampakpada Gambar 2.1. 

 

Gambar 1 

Kerangka Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai bukti empiris atas beberapa faktor yang 

dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mempunyai 

hubungan antara variabel yang bersifat sebab-akibat dan dalam penelitian ini juga 

melakukan uji hipotesis (hypothesis testing) terhadap semua variabel yang akan 

diteliti. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) pengujian hipotesis yaitu proses 

yang kompleks, terutama jika data yang diteliti merupakan data sampel atau 

bagian dari populasi. Jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang 

berhubungan sebab akibat. Melalui penelitian ini dapat diketahui pengaruh 

kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax 

amnesty sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai 

variabel dependen (Sugiyono, 2017). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Siyoto dan Sodik, 2015). 

Populasi berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2009). Populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang 
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mengikuti program amnesti pajak (taxamnesty) di KPP Pratama Purwokerto yaitu 

sebanyak 80 orang (Warta Ekonomi.co.id., 2016). 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi atau sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur 

tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto dan Sodik, 2015). Arikunto 

(2010) mengemukakan bahwa jika jumlah populasi penelitian kurang dari 100 

maka sebaiknya diambil semua, tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka 

jumlah sampelnya dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergatung pada 

ketersediaan waktu, tempat dan dana serta kemampuan peneliti termasuk sempit 

luasnya wilayah penelitian. Oleh karena itu, maka peneliti akan menggunakan 

sampel sebanyak 80 responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan metode convenience sampling yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan ditemukan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang 

tersebut sesuai dengan karakteristik sebagai sumber data (Sugiyono,2017). 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Siyoto dan 

Sodik, 2015). Data primer diperoleh peneliti melalui penyebaran kuesioner 

kepada responden secara langsung mengenai variabel kesadaran wajib pajak, 

sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, tax amnesty dan kepatuhan wajib 

pajak. Berdasarkan sifatnya, jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

data yang berbentuk angka atau bilangan. Menurut tipe skala pengukurannya, 

jenis data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data interval yaitu data hasil 
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pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria atau kategori tertentu serta 

memiliki sifat kesamaan jarak (equality interval) atau memiliki rentang yang 

sama antara data yang telah diurutkan (Siyoto dan Sodik, 2015). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara sebagai 

berikut: 

1. Angket (Kuisioner), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan cara membagi atau mengedarkan suatu daftar pertanyaan 

berupa formulir-formulir secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk 

mendapatkan jawaban atau tanggapan (respon) mengenai suatu 

permasalahan yang sedang diteliti (Sarwono, 2010). 

2. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara melakukan telaah pustaka, pengkajian, serta eksplorasi dari 

berbagai literatur pustaka yang ada seperti buku-buku, karya ilmiah, 

disertasi, jurnal, ensiklopedia, internet, dan sumber- sumber lain yang dapat 

menunjang penelitian (Sarwono, 2010). 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur 

sebuah konsep dan menentukan bagaimana caranya agar konsep tersebut dapat 

diukur sehingga akan terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan 

dipengaruhi atau dalam arti lain mengubah masalah yang sedang diteliti ke dalam 

bentuk variabel. 



40  

 

3.5.1 Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen yang biasa disebut sebagai 

variabel konsekuensi atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (tax 

compliance) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya 

sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, 

investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik 

hukum maupun administratif (Simon James et al., dalam Brotodihardjo, 2013). 

Terdapat sembilan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan 

wajib pajak dalam penelitian ini yaitu wajib pajak memiliki NPWP, wajib pajak 

mendaftarkan diri secara sukarela, wajib pajak menghitung kewajiban pajak, 

wajib pajak membayar kewajiban pajak, wajib pajak menghitung pajak terutang 

dengan benar, wajib pajak membayar kekurangan pajak, wajib pajak mengisi SPT 

sesuai UU, melaporkan SPT dan menyampaikan SPT tepat waktu (Azizah, 

2019). Variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan skala likert 5 poin. 

Skala likert digunakan untuk mengukur respon subyek ke dalam 5 poin dengan 

interval yang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak 

Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk jawaban 

Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk jawaban Sangat 

Setuju (SS). 
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3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen yang biasa disebut sebagai variabel yang mendahului 

atau variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel- 

variabel independen dalam penelitian iniadalah sebagai berikut: 

3.5.2.1 Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak orangpribadi di 

KPP Pratama Purwokerto yang tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia untuk 

membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan 

ketentuan pajak dengan benar dan sukarela. Terdapat empat indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini 

yaitu adanya kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga Negara, 

melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, melakukan kewajiban 

perpajakan tepat waktu, dan membayar pajak dengan kesadaran sendiri (Azizah, 

2019). Variabel kesadaran wajib pajak diukur menggunakan skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur respon subyek ke dalam 5 poin dengan interval 

yang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

(STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untukjawaban Netral (N), 

skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS). 

3.5.2.2 Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau 

dipatuhi oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto. Terdapat 
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tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dalam 

penelitian ini yaitu kedisiplinan, tegas, penerapan sanksi harus sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku (Kartini, 2018). Variabel sanksi perpajakan 

diukur menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur respon 

subyek ke dalam 5 poin dengan intervalyang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 

untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju 

(TS), skor 3 untukjawaban Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 

5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS). 

3.5.2.3 Pemahaman Pajak 

Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan olehwajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto sebagai dasar untuk bertindak, 

mengambil keputusan, dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Terdapat tiga indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel pemahaman pajak dalam penelitian ini yaitu 

pemahaman wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, pemahaman wajib 

pajak dalam membayar pajak dan pemahaman wajib pajak dalam melaporkan 

pajak terutang (Cahyani, 2019). Variabel pemahaman pajak diukur menggunakan 

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur respon subyek ke dalam 5 

poin dengan interval yang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 untuk jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 

untuk jawaban Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk 

jawaban Sangat Setuju (SS). 
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3.5.2.4 Tax Amnesty 

Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang 

memberikan penghapusan pajak kepada para wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Purwokerto yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam 

jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan peneriman pajak 

dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (tax evaders) menjadi wajib 

pajak patuh (honest taxpayers) sehinggadiharapkan akan mendorong peningkatan 

kepatuhan sukarela wajib pajak (taxpayer's voluntatity compliance) di masa yang 

akan datang. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tax 

amnesty dalam penelitian ini yaitu kejujuran, ketaatan dan peraturan perundang- 

undangantax amnesty (Kartini, 2018). Variabel tax amnesty diukur menggunakan 

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur respon subyek ke dalam 5 

poin dengan interval yang sama. Skala likert terdiri dari skor 1 untuk jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk 

jawaban Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 untuk jawaban 

Sangat Setuju (SS). 
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Tabel 3.1 

Definisi dan pengukuran variable 
 

Variabel Indikator Pengukuran 

Variabel Dependen   

Kepatuhan Wajib Pajak 
(Y) 

a. Wajib pajak memiliki 
NPWP 

b. Wajib pajak mendaftarkandiri 
secara sukarela 

c. Wajib pajak menghitung 
kewajiban pajak 

d. Wajib pajak membayar 
kewajiban pajak 

e. Wajib pajak menghitungpajak 
terutang dengan benar 

f. Wajib pajak membayar 
kekurangan pajak 

g. Wajib pajak mengisi SPTsesuai 
UU 

h. Melaporkan SPT 
i. Menyampaikan SPT tepatwaktu. 
(Azizah, 2019) 

Diukur menggunakan 
skala Likert sebagai 
berikut: 
a. Sangat Setuju 

(SS)skor 5 
b. Setuju (S) skor 4. 
c. Netral (N) skor 3. 
d. Tidak Setuju 

(TS)skor 2. 
e. Sangat Tidak 

Setuju(STS) skor 
1 

Variabel Independen   

Kesadaran Wajib Pajak 
(X1) 

a. Adanya kesadaran bahwa pajak 
merupakan kewajiban warga 
Negara 

b. Melaksanakan kewajiban 
perpajakan secara sukarela 

c. Melakukan kewajiban 
perpajakan tepat waktu 

d. Membayar pajak dengan 
kesadaran sendiri. 

(Azizah, 2019) 

Diukur menggunakan 
skala Likert sebagai 
berikut: 
a. Sangat Setuju 

(SS)skor 5 
b. Setuju (S) skor 4. 
c. Netral (N) skor 3. 
d. Tidak Setuju 

(TS)skor 2. 
e. Sangat Tidak 

Setuju(STS) skor 
1 

Sanksi Perpajakan (X2) a. Kedisiplinan 
b. Tegas 
c. Penerapan sanksi harus sesuai 

degan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku 

(Kartini, 2018) 

Diukur menggunakan 
skala Likert sebagai 
berikut: 
a. Sangat Setuju 

(SS)skor 5 
b. Setuju (S) skor 4. 
c. Netral (N) skor 3. 
d. Tidak Setuju 

(TS)skor 2. 
Sangat Tidak Setuju 
(STS) skor 1 
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Variabel Indikator Pengukuran 

Variabel Independen   

Pemahaman Perpajakan 
(X3) 

a. Pemahaman wajib pajak dalam 
menghitung pajak terutang 

b. Pemahaman wajib pajak dalam 
membayar pajak 

c. Pemahaman wajib pajak dalam 
melaporkan pajakterutang 
(Cahyani, 2019) 

Diukur menggunakan 
skala Likert sebagai 
berikut: 
a. Sangat Setuju 

(SS)skor 5 
b. Setuju (S) skor 4. 
c. Netral (N) skor 3. 
d. Tidak Setuju 

(TS)skor 2. 
Sangat Tidak Setuju 
(STS) skor 1 

Tax Amnesty (X4) a. Kejujuran 
b. Ketaatan 
c. Peraturan Perundang- 

Undangan Tax Amnesty 
(Kartini, 2018) 

Diukur menggunakan 
skala Likert sebagai 
berikut: 
a. Sangat Setuju 

(SS)skor 5 
b. Setuju (S) skor 4. 
c. Netral (N) skor 3. 
d. Tidak Setuju 

(TS)skor 2. 
Sangat Tidak Setuju 
(STS) skor 1 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

(Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk 

mendeskripsikan variabel-variabel. Alat analisis yang digunakan dalam uji 

statistik deskriptif penelitian ini diantaranya adalah nilai rata-rata (mean), 

maksimum, minimum, standar deviasi, dan median. Pengujian analisis deskriptif 

ini dilakukan untuk mengetahui dan mempermudah dalam memahami gambaran 

data yang dianalisis dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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3.6.2 Uji Validitas Kuesioner 

Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dankecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur apakah butir pertanyaan kuesioner telah valid. Uji validitas dilakukan 

menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut (Suliyanto, 2011): 

N(XY)  (XY) NX2 

 

 

 

 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi productmoment 

N = jumlah responden 

X = skor pernyataan 

Y = skor total 

Berdasarkan level of singnificance 95% atau a = 0,05, dan derajatkebebasan (df)= 

n – 2, maka: 

Jika nilai r hitung > r tabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid 

Jika nilai r hitung ≤ r tabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid 

 

3.6.3 Uji Reliabilitas Kuesioner 

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan 

nilai atau hasil yang relatif sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki 

tingkat reliabilitas yang baik. Reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini diukur 

menggunakan teknik cronbanch alpha dengan rumus sebagai berikut (Suliyanto, 

2011): 
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Keterangan: 

r = Realibitas intrument 

k = banyak butir pertanyaan 

∑o2 = jumlah varians butir 

01
2 = varians total 

Berdasarkan level of singnificance 95% atau a = 0,05, dan derajat kebebasan (df)= 

n – 2, maka: 

Jika nilai r hitung > r tabel, berarti kuesioner dinyatakan reliable. 

Jika nilai r hitung ≤ r tabel, kuesioner dinyatakan tidak reliabel 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

3.6.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, variabel residual atau pengganggu mempunyai distribusi normal. 

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal, 

untuk mendeteksi apakah distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan 

cara analisis statistik (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas pada penelitian ini 

menggunakan analisis uji Kolmogorov Smirnov, yaitu dengan menggunakan 

kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Jika hasil nilai probabilitas (Kolmogorov Smirnov) di atas tingkat 

signifikansi 0,05 atau > taraf signifikansi memperlihatkan pola distribusi 

data yang normal, maka artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas, 

dan 
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2) Jika hasil nilai probabilitas (Kolmogorov Smirnov) di bawah tingkat 

signifikasi 0,05 atau < taraf signifikansi tidak memperlihatkan pola 

distribusi data yang normal, maka artinya model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

3.6.4.2 Uji Multikolinearitas (Multicolinearity Test) 

Uji multikolinearitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel independen 

(bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas didalam model regresi, dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF), sebagai berikut: 

1) Nilai dari R2 yang diperoleh dari suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independent banyak 

yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Apabila antar 

variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,90), maka 

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 

3) Melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 

nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2018). 

3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas (Heteroskedasticity Test) 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara satu 
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pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Dalam mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas ada bebarapa cara yang dapat dilakukan antara lain dengan 

menggunakan uji glejser, uji park, dan uji white. Penelitian ini menggunakan uji 

glejser dalam pengujian heteroskedastisitas yaitu dengan meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen (terikat) dengan persamaan regresi: 

 a + βX + v = ׀Ut׀

Apabila variabel independen signifikan secara statistik akan 

mempengaruhi variabel dependen, maka berarti terjadi adanya indikasi 

heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan yaitu apabila variabel-variabel 

independen memiliki probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% 

(0,05), maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas. 

3.6.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode analisis regresi linear berganda (multiple linear regression) 

digunakan dalam pengolahan data penelitian ini, karena dalam penelitian ini 

terdapat beberapa variabel atau lebih dari satu variabel bebas maka menggunakan 

program SPSS. Analisis regresi ini digunakan untuk menguji hubungan antara 

variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan 

tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan rumusan masalah dan 

kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model 

regresi yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018): 
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Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

 

Keterangan: 

Y : Kepatuhan Wajib Pajak 

a : Intercept/Konstanta 

X1 : Kesadaran Wajib Pajak 

X2 : Sanksi Perpajakan 

X3 : Pemahaman Perpajakan 

X4 : Tax Amnesty 

β1,2,3,4 : Koefisien regresi linear berganda 

e : Error term 

3.7 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

Pembentukan model regresi dilanjutkan dengan pengujian kelayakan model 

(goodness of fit) berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) dan uji F sebagai 

berikut (Gani dan Amalia, 2015): 

3.7.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model regresi dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

(R2) yaitu antara 0 dan 1 (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel 

dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai R2 yang mendekati 1 berarti variabel- 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi perubahan variabel dependen (Ghozali, 2018). 

Koefisien determinasi (R2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Gani 

dan Amalia, 2015): 

R 
2 
 

(b1ΣX1Y  b2 ΣX 2 Y  bi ΣXi Y) 

ΣY 2 
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Keterangan: 

R2 = koefisien determinasi 

Bi = koefisien regresi variabel bebas ke-i 

Xi = variabel bebas ke-i 

Y = variabel terikat 
 

Koefisien determinasi (R2) dinyatakannya dalam persentase. Apabila nilai 

yang dimiliki semakin besar, maka menunjukkan bahwa semakin banyak pula 

informasi yang mampu diberikan oleh variabel-variabel independen untuk 

memprediksi variansi variabel dependen. Jika dalam variabel independen ada 

tambahan variabel, maka setiap tambahan satu variabel itu pasti meningkatkan R2, 

tanpa memperdulikan apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

3.7.2 Uji F 

Uji F atau goodness of fit test adalah pengujian kelayakan model. Model 

yang layak adalah model yang dapat digunakan untuk mengestimasi populasi. 

Model regresi dikatakan layak jika nilai F sebuah model memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan (Gani dan Amalia, 2015). Tahapan uji F dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Rumus 

Nilai F hitung dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gani dan 

Amalia, 2015): 

 

 

Keterangan: 
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F = Nilai Fhitung 

R2 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel 

n = Ukuran sampel 

 

b. Perumusan Hipotesis 

Ho: b1, b2...bi ≤ 0, Model regresi berganda dinyatakan tidak layak digunakan 

untuk mengestimasi populasi atau tidak memenuhi goodness of fit. 

Ha: b1, b2...bi > 0, Model regresi berganda dinyatakan layak digunakan 

untuk mengestimasi populasi atau memenuhi goodness of fit. 

c. Penentuan Tingkat Kepercayaan 

 

Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dengan level of 

significance (a) = 0,05 dan degree of freedom (df) = (k - 1) dan (n - k). 

d. Kriteria Pengujian Model 

 

1) Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai Fhitung < Ftabel atau nilai signifikansi ≤ a 

(0,05), sehingga model regresi berganda dinyatakan tidak layak digunakan 

untuk mengestimasi populasi atau tidak memenuhi goodness of fit. 

2) Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai Fhitung > Ftabel atau nilai signifikansi < a 

(0,05), sehingga model regresi berganda dinyatakan layak digunakan untuk 

mengestimasi populasi atau memenuhi goodness of fit. 

3.7.3 Pengujian Hipotesis Penelitian dengan Uji t 

Pengujian hipotesis pada model regresi digunakan untuk mengetahui 

pengaruh nyata (signifikansi) dari variabel bebas atau independen terhadap 

variabel terikat atau dependen (Gani dan Amalia, 2015). Uji t dalam penelitian ini 

digunakan  untuk  mengetahui  signifikansi  pengaruh  variabel  independen 
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(kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax 

amnesty) secara parsial terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). 

Tahapan pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga dan hipotesis keempat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rumus 

Nilai t hitung dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gani dan 

Amalia, 2015): 

 

Keterangan: 

t = thitung 

bi = koefisian regresi variabel bebas ke-i 

Sbi = standar error variabel bebas ke-i 

2. Perumusan Hipotesis 
 

1) Hipotesis Pertama 

Ho: b1 ≤ 0 Variabel kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Ha: b1 > 0 Variabel kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2) Hipotesis Kedua 

Ho: b2 ≤ 0 Variabel sanksi perpajakan (X2) tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Ha: b2 > 0 Variabel sanksi perpajakan (X2) berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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3) Hipotesis Ketiga 

 

Ho: b3 ≤ 0 Variabe pemahaman perpajakan (X3) tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Ha: b3 > 0 Variabel pemahaman perpajakan (X3) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4) Hipotesis Keempat 

 

Ho: b4 ≤ 0 Variabel tax amnesty (X4) tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Ha: b4 > 0 Variabel tax amnesty (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

3. Penentuan Tingkat Kepercayaan 

 

Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dengan level of 

significance (a) = 0,05 dan degree of freedom (df) = a dan (n - k). 

4. Kriteria Pengujian Hipotesis Pertama, Kedua, Ketiga dan Hipotesis 

Keempat 

Ho diterima atau Ha ditolak jika nilai thitung ≤ ttabel atau nilai signifikansi ≤ a 

(0,05) 

Ho ditolak atau Ha diterima jika nilai thitung > ttabel atau nilai signifikansi < a 

(0,05). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan 

kuesioner dengan menggunakan google forms. Obyek pada penelitian ini yaitu 

wajib pajak mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty) di KPP Pratama 

Purwokerto. Sampel pada penelitian ini adalah 223 responden wajib pajak. 

Pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Pengumpulan Koesioner 

No Keterangan Responden 

1 Koesioner Disebar 223 

2 Koesioner Tidak Kembali 0 

3 Koesioner Tidak lengkap 0 

4 Koesioner kembali dan Diolah 223 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

4.1.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian 

Analisis deskriptif pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

analisis terhadap data demografi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 

mengenai jenis kelamin, usia ,pekerjaan dan penghasilan responden. 

4.1.1.1 Jenis Kelamin 

Analisis demografi pertama dilakukan terhadap jenis kelamin responden. 

Analisis terhadap jenis kelamin responden dikarenakan jenis kelamin terkait 

kepatuhan dan tepat waktu dalam melakukan pelaporan pajak. Perempuan dirasa 
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lebih tepat waktu dan patuh dalam melaukan pelaporan pajak. Adapun hasil 

analisisnya disajikan dalam Tabel. 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Distribusi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 Laki-laki 93 41,7 41,7 41,7 

Valid Perempuan 130 58,3 58,3 100,0 

 Total 223 100,0 100,0  

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.2 terlihat jenis kelamin 

responden sebanyak 58,30 persen adalah Perempuan, sedangkan 41,70 persen 

adalah laki-laki. Hal tersebut menunjukan bahwa perempuan lebih tepat waktu 

dan patuh dalam melakukan pelaporan perpajakan. 

4.1.1.2 Umur Responden 

Analisis demografi pertama dilakukan terhadap data usia responden. 

Analisis terhadap data usia responden dilakukan karena usia seseorang akan 

mempengaruhi kepatuhan dala membayar pajak. Dari hasil perhitungan diatas 

diperoleh tabel pengelompokan usia responden sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Umur Responden 

Umur 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 21 5 2,2 2,2 2,2 

 

Valid 
22 

23 

9 

42 

4,0 

18,8 

4,0 

18,8 

6,3 

25,1 

 24 14 6,3 6,3 31,4 



57  

 

 25 47 21,1 21,1 52,5 

26 15 6,7 6,7 59,2 

27 5 2,2 2,2 61,4 

28 13 5,8 5,8 67,3 

29 5 2,2 2,2 69,5 

30 5 2,2 2,2 71,7 

31 6 2,7 2,7 74,4 

32 6 2,7 2,7 77,1 

34 3 1,3 1,3 78,5 

35 3 1,3 1,3 79,8 

37 2 ,9 ,9 80,7 

38 2 ,9 ,9 81,6 

39 4 1,8 1,8 83,4 

40 5 2,2 2,2 85,7 

41 2 ,9 ,9 86,5 

42 2 ,9 ,9 87,4 

43 1 ,4 ,4 87,9 

45 1 ,4 ,4 88,3 

46 4 1,8 1,8 90,1 

47 2 ,9 ,9 91,0 

48 5 2,2 2,2 93,3 

49 1 ,4 ,4 93,7 

50 5 2,2 2,2 96,0 

51 2 ,9 ,9 96,9 

52 1 ,4 ,4 97,3 

53 2 ,9 ,9 98,2 

55 2 ,9 ,9 99,1 

58 2 ,9 ,9 100,0 

Total 223 100,0 100,0  

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.3 menunjukan daftar usia 

responden yang menjadi wajib pajak yang mengikuti progam amnesti pajak (tax 

amnesty) di KPP Pratama Purwokerto. 
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4.1.1.3 Pendidikan Responden 

Analisis demografi ketiga dilakukan terhadap pendidikan responden. 

Analisis mengenai pendidikan responden untuk mengetahui kemampuan 

responden dalam memahami tentang peraturan dan pemahaman tentang 

perpajakan. Adapun hasil analisis disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Distribusi Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

D1 6 2,7 2,7 2,7 

D3 49 22,0 22,0 24,7 

D4 4 1,8 1,8 26,5 

Profesi dokter 2 ,9 ,9 27,4 

Valid S1 110 49,3 49,3 76,7 

S2 13 5,8 5,8 82,5 

S3 3 1,3 1,3 83,9 

SMA/SMK/SMU 36 16,1 16,1 100,0 

Total 223 100,0 100,0  

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.4 diperoleh data pendidikan 

responden menyatakan bahwa sebgaian besar pendidikan reponden Srata satu 

(S1). Hanya sedikit responden yang berpendidikan SMA/SMK dan D1 yang 

menjadi wajib pajak yang mengikuti progam amnesti pajak (tax amnesty) di KPP 

Pratama Purwokerto. 

4.1.1.4 Jenis Pekerjaan Responden 

Analisis demografi keempat dilakukan terhadap pekerjaa responden. 

Analisis mengenai pekerjaan responden karena pekerjaan respoden berpengaruh 
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terhadap kemampuan membayar pajak dan besaran pajak yang dibayarkan. 

Adapun hasil analisis disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini: 

Jenis Pekerjaan 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Administrasi 1 ,4 ,4 ,4 

Administrator Kesehatan 1 ,4 ,4 ,9 

Asisten dosen swasta 1 ,4 ,4 1,3 

ASN 1 ,4 ,4 1,8 

Bidan 1 ,4 ,4 2,2 

Cabin crew 1 ,4 ,4 2,7 

Dokter 3 1,3 1,3 4,0 

Flight attendant 2 ,9 ,9 4,9 

Freelancw 2 ,9 ,9 5,8 

Guru 9 4,0 4,0 9,9 

Ibu Rumah Tangga 11 4,9 4,9 14,8 

Karyawan BUMN 16 7,2 7,2 22,0 

Karyawan Outsourcing 3 1,3 1,3 23,3 

Karyawan swasta 10 4,5 4,5 27,8 

Karyawan Swasta 83 37,2 37,2 65,0 

Valid 
Mahasiswa 3 1,3 1,3 66,4 

Model Freelance 3 1,3 1,3 67,7 

Notaris 2 ,9 ,9 68,6 

Ojek 3 1,3 1,3 70,0 

Penerjemah 1 ,4 ,4 70,4 

Perias 1 ,4 ,4 70,9 

Pns 4 1,8 1,8 72,6 

PNS 31 13,9 13,9 86,5 

Polisi 7 3,1 3,1 89,7 

Pramugari 4 1,8 1,8 91,5 

Profesi Ners 2 ,9 ,9 92,4 

Staf Kemenhub 1 ,4 ,4 92,8 

Supir 1 ,4 ,4 93,3 

Wiraswasta 15 6,7 6,7 100,0 

Total 223 100,0 100,0 
 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 
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Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.5 diperoleh data pekerjaan 

yang menjadi responden wajib pajak yang mengikuti progam amnesti pajak (tax 

amnesty) di KPP Pratama Purwokerto. 

4.1.2 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rat (mean), satandar deviasi, maksimum dan maksimum 

(Ghozali,2018). Statistik deskriptif ini menggambarkan karakter sampel yang 

digunakan dalam penelitian. Distribusi statistik dskriptif masing-masing variabel 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 

Variabel N 
Teoritis Aktual Std. 

Deviation Range Mean Range Mean 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 
223 9-45 27 18-45 37,88 4,257 

Kesadaran 

Wajib Pajak 
223 4-20 12 11-20 17,11 2,180 

Sanksi 
Perpajaka 

223 6-30 18 12-30 22,36 4,732 

Pemahaman 

Perpajakan 
223 6-30 18 9-30 22,77 4,221 

Tax Amnesty 223 6-30 18 13-30 23,37 4,202 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Kisaran teoritis merupakan perkiraan nilai kisaran minimum dan maksimum 

total skor jawaban dari setiap variabel. Nilai kisaran minimum diperoleh dengan 

cara mengalikan total pernyataan dengan nilai jawaban terendah sedangkan nilai 

kisaran maksimum diperoleh dengan cara mengalikan total pernyataan dengan 

nilai jawaban tertinggi. Kisaran aktual merupakan nilai minimum dan maksimum 
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dari total skor jawaban yang diperoleh dengan cara melakukan analisis statistik 

deskriptif. 

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri 

dari 9 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel menunjukan hasil rentang aktual 

18-45, artinya kepatuhan wajib yang rendah berada pada nilai 18 dan kepatuhan 

wajib yang lebih tinggi berada pada nilai 45. Standar deviasi memiliki nilai 4,257 

lebih kecil dari mean sebesar 37,88 sehingga nilai tersebut menunjukan bahwa 

distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan jauh data satu dengan data 

lainnya. 

Kesaran wajib pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri 

dari 4 pertanyaan. Seperti terlihat pada diatas dihasilkan rentang aktual 11-20, 

artinya kesaran wajib pajak yang rendah berada pada nilai 11 dan kesaran wajib 

pajak yang lebih tinggi berada pada nilai 20. Standar deviasi memiliki nilai 2,180 

lebih kecil dari mean sebesar 17,11 sehingga nilai tersebut menunjukan bahwa 

distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan jauh data satu dengan data 

lainnya. 

Sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 

6 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel diatas menunjukan bahwa hasil rentang 

aktual 12-30, artinya tingkat sanksi perpajakan yang rendah berada pada nilai 12 

dan sanksi perpajakan yang lebih tinggi berada pada nilai 30. Standar deviasi 

memiliki nilai 4,732 lebih kecil dari mean sebesar 22,36 sehingga nilai tersebut 

menunjukan bahwa distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan jauh data 

satu dengan data lainnya. 
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Pemahaman perpajakan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri 

dari 6 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel diatas menunjukan hasil rentang 

aktual 13-30, artinya pemahaman perpajakan yang rendah berada pada nilai 13 

dan pemahaman perpajakan yang lebih tinggi berada pada nilai 30. Standar 

deviasi memiliki nilai 4,221 lebih kecil dari mean sebesar 22,77 sehingga nilai 

tersebut menunjukan bahwa distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan 

jauh data satu dengan data lainnya. 

Tax Amnesty diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 6 

pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel diatas menunjukan hasil rentang actual 

13-30, artinya tax Amnesty yang rendah berada pada nilai 13 dan tax Amnesty 

yang lebih tinggi berada pada nilai 30. Standar deviasi memiliki nilai 4,202 lebih 

kecil dari mean mean sebesar 23,37 sehingga nilai tersebut menunjukan bahwa 

distribusi data merata, artinya tidak ada perbedaan jauh data satu dengan data 

lainnya. 

4.2 Analisis Data 

 

4.2.1 Pengujian Kualitas Data 

 

4.2.1.1 UJi Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai 

r-tabel untuk degree of freedom (df) = n-2 (n adalah jumlah sampel) (Ghozali, 

2018). Dengan jumlah sampel (n) adalah 95 dan tingkat signifikansi 0,05 maka 



63  

 

nilai r- tabel pada penelitian ini adalah 0,169. Jika r-hitung lebih besar daripada r- 

tabel maka butir atau pertanyaan tersebut valid. Atau dengan kata lain item 

pertanyaan dikatakan valid apabila skor item pertanyaan memiliki korelasi yang 

signifikan dengan skor total variabel. Hasil uji dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas 

 

No Indikator Korelasi r-tabel Ket. 

1 Kepatuhan Wajib Pajak  

 Indikator 1 0,623 0,116 Valid 

 Indikator 2 0,720 0,116 Valid 

 Indikator 3 0,740 0,116 Valid 

 Indikator 4 0,738 0,116 Valid 

 Indikator 5 0,596 0,116 Valid 

 Indikator 6 0,678 0,116 Valid 

1 Kepatuhan Wajib Pajak  

 Indikator 7 0,789 0,116 Valid 

 Indikator 8 0,758 0,116 Valid 

 Indikator 9 0,607 0,116 Valid 

2 Kesadaran Wajib Pajak  

 Indikator 1 0,739 0,116 Valid 

 Indikator 2 0,858 0,116 Valid 

 Indikator 3 0,844 0,116 Valid 

 Indikator 4 0,833 0,116 Valid 

3 Sanksi Perpajakan  

 Indikator 1 0,763 0,116 Valid 

 Indikator 2 0,831 0,116 Valid 

 Indikator 3 0,856 0,116 Valid 

 Indikator 4 0,858 0,116 Valid 

 Indikator 5 0,827 0,116 Valid 

 Indikator 6 0,798 0,116 Valid 
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No Indikator Korelasi r-tabel Ket. 

4 Pemahaman Perpajakan  

 Indikator 1 0,842 0,116 Valid 

 Indikator 2 0,817 0,116 Valid 

 Indikator 3 0,822 0,116 Valid 

 Indikator 4 0,786 0,116 Valid 

 Indikator 5 0,827 0,116 Valid 

 Indikator 6 0,817 0,116 Valid 

5 Tax Amnesty 

 Indikator 1 0,796 0,116 Valid 

 Indikator 2 0,839 0,116 Valid 

 Indikator 3 0,852 0,116 Valid 

 Indikator 4 0,857 0,116 Valid 

 Indikator 5 0,798 0,116 Valid 

 Indikator 6 0,841 0,116 Valid 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Hal ini 

bisa dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memiliki nilai yang lebih 

besar dari 0,116. 

4.2.1.2 Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2018). Hasil pengujian 

reliabilitas dapat diketahui pada tabel berikut: 



65  

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Indikator Cronbach Alpha Keterangan 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,863 Reliabel 

Kesadaran Wajib Pajak 0,836 Reliabel 

Sanksi Pajak 0,904 Reliabel 

Pemahaman Perpajakan 0,901 Reliabel 

Tax Amnesty 0,910 Reliabel 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel 

karena keseluruhan variabel memiliki nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 

0,70 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur kuesioner dalam 

penelitian ini. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Pengujian regresi linier 

berganda yang baik disyaratkan harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi 

klasik. Uji asumsi klasik dari masing-masing model adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian asumsi 

ini dilakukan melalui pengamatan terhadap Normal Probability Plot of Regression 

Standardize Residual..Hasil pengujian normalitas grafik P-P Plot dapat dilihat 

pada gambar sebagai berikut ini: 
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Gambar 4.1 

Grafik Normal Probability Plot 

 

 
Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan P-Plot grafik dapat dilihat pada 

gambar 4.1 menunjukkan pada gambar grafik normal plot terlihat titik-titik yang 

mengikuti garis diagonal. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan model 

regresi memenuhi syarat asumsi normalitas. Untuk lebih memastikan apakah data 

residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan pengujian one 

sample kolmogorov-smirnov. Hasil uji dari kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini: 
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Tabel 4.9 

Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 

 

Normal Parametersa,b
 

 

 

Most Extreme Differences 

 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

 

Mean 

Std. Deviation 

Absolute 

Positive 

Negative 

223 

0E-7 

3,03209421 

,050 

,049 

-,050 

,740 

,644 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov 

diperoleh nilai Z sebesar 0,740 dan nilai signifikan sebesar 0,644 lebih besar 

dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi normal dan 

sehingga model regresi layak dipakai dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya 

karena telah memenuhi asumsi normalitas. 

4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolonieritas adalah adanya hubungan yang sempurna antara beberapa 

atau semua variabel bebas. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Salah satu metode 

untuk mendeteksi adanya multikolonieritas adalah besaran VIF (Variance 

Inflation Facto) dan Tolerance. Pedoman model regresi yang bebas 

multikolonieritas adalah yang memiliki nilai Tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan 
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nilai VIF ≤ 10. maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai tidak 

terjadi gejala multikolonieritas. 

Tabel 4.10 

Pengujian Multikolinieritas 

Coefficientsa
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 12,548 1,757  7,140 ,000   

Kesadaran Wajib Pajak 1,017 ,109 ,521 9,335 ,000 ,748 1,337 

Sanksi Perpajakan 
1 

,099 ,049 ,110 2,000 ,047 ,771 1,298 

Pemahaman 

Perpajakan 
,124 ,061 ,123 2,027 ,044 ,629 1,590 

Tax Amnesty ,124 ,059 ,122 2,094 ,037 ,682 1,466 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari hasil analisi yang diperoleh 

menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 

0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Sehingga pada 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu observasi ke observasi lain. Jika 

variance dan residual satu observasi ke observasi lain tetap maka dinyatakan 

Homoskedastisitas dan jika berbeda yakni Heteroskedastisitas. Banyak data 

crossection mengandung heteroskedastisitas karena data tersebut menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2018). 
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Adapun cara yang digunakan untuk melakukan ada atau tidaknya 

Heteroskedastisitas yaitu dengan cara melihat grafik scaterplot. Hasil Gambar 

scatterplots dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.2 

Grafik Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik scatterplot 

memperlihatkan pola titik-titik tersebut menyebar secara acak dan tidak 

membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model 

regresi memiliki gejala adanya heteroskedastisitas, yang berarti bahwa ada 

gangguan yang berarti dalam model regresi ini. Untuk itu, maka perlu dilakukan 

uji statistik yaitu uji park. Uji park dengan meregres nilai logaritma natural dari 

unstandardized residual terhadap variabel independen (terikat). Hasil uji park 

dapat dilihat dibawah ini: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Park 

Coefficientsa
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2,738 1,346  2,035 ,043 

Kesadaran Wajib Pajak -,064 ,083 -,060 -,767 ,444 

Sanksi Perpajakan 
1 

-,046 ,038 -,094 -1,225 ,222 

Pemahaman 

Perpajakan 
,045 ,047 ,082 ,963 ,336 

Tax Amnesty -,035 ,045 -,063 -,775 ,439 

a. Dependent Variable: LnU2i 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Dilihat dari tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa pengujian 

heterokedastisitas menggunakan uji park diperoleh nilai signifikansi masing- 

masing variabel diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas karena ketadaksamaan 

varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. 

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

(kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax 

amnesty) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengolahan data 

dengan progam SPSS memberikan nilai koefisien persamaan regresi seperti tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 12,548 1,757  7,140 ,000 

Kesadaran Wajib Pajak 1,017 ,109 ,521 9,335 ,000 

Sanksi Perpajakan 
1 

,099 ,049 ,110 2,000 ,047 

Pemahaman 

Perpajakan 
,124 ,061 ,123 2,027 ,044 

Tax Amnesty ,124 ,059 ,122 2,094 ,037 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Maka dapat dibuat persemaan regresi linier yang mencerminkan hubungan 

antara variabel – variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Kepatuhan wajib pajak = 12,548 +1,017X1 +0,099X2 +0,124X3 +0,124X4 + e 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Koefisien regresi sebesar 12,548 yang artinya apabila kesadaran wajib 

pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty 

diasumsikan memiliki nilai tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan 

meningkat sebesar 12,548. 

2. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,017, disimpulkan 

bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap serta kesadaran wajib 

pajak mengalami kenaikan, maka akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib 

pajak sebesar 1,017. 

3. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,099, disimpulkan 

bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi perpajakan 
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mengalami kenaikan, maka akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak 

audit sebesar 0,099. 

4. Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,124, 

disimpulkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan 

pemahaman perpajakan mengalami kenaikan, maka akan diikuti kenaikan 

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,124. 

5. Koefisien regresi variabel tax amnesty sebesar 0,124, disimpulkan bahwa 

jika variabel independen lain nilainya tetap dan tax amnesty mengalami 

kenaikan, maka akan diikuti kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,124. 

4.5 Pengujian Hipotesis 

 

4.5.1 Uji Simultan (Uji f) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax 

amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak tergolong fit atau tidak. Berikut hasil 

pengujian F hitung sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1982,753 4 495,688 52,945 ,000b 

1 Residual 2040,978 218 9,362   

Total 4023,731 222    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

b. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, 

Pemahaman Perpajakan 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 
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Hasil pengujian nilai F hitung untuk pengaruh variabel jumlah kesadaran 

wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty terhadap 

kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai F hitung sebesar 52,945 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000, memberikan pengertian bahwa model regresi pada 

variabel penelitian tergolong fit atau baik sehingga dapat digunakan memprediksi 

penelitian selanjutnya. 

4.5.2 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi jika taraf 

signifikasinya yang dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis 

diterima, sebaliknya Jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka 

hipotesis ditolak. Berikut ini adalah hasil dari uji t: 

Tabel 4.14 

Hasil Perhitungan Uji t 

Coefficientsa
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 12,548 1,757  7,140 ,000 

Kesadaran Wajib Pajak 1,017 ,109 ,521 9,335 ,000 

Sanksi Perpajakan 
1 

,099 ,049 ,110 2,000 ,047 

Pemahaman 

Perpajakan 
,124 ,061 ,123 2,027 ,044 

Tax Amnesty ,124 ,059 ,122 2,094 ,037 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Pada table diatas diperoleh hasil uji t dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
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1. Pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 9,335 > t-table 

1,652 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki 

arah pengaruh positif. Dapat disimpulkan Ha diterima dan menolak Ho, 

sehingga variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Pengujian hipotesis sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,000 > t-table 1,652 dengan 

signifikansi sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki arah pengaruh 

positif. Dapat disimpulkan Ha diterima dan menolak Ho, sehingga sanksi 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Pengujian hipotesis pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,027 > t-table 1,652 

dengan signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki arah 

pengaruh positif. Dapat disimpulkan Ha diterima dan menolak Ho, 

sehingga pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

4. Pengujian hipotesis tax amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,094 > t-table 1,652 

dengan signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki arah 

pengaruh positif. Dapat disimpulkan Ha diterima dan menolak Ho, 

sehingga tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 



75  

 

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel independen (kesadaran wajib 

pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax amnesty) terhadap 

variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).Hasil uji koefisien determinasi dapat 

diketahui pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,702a
 ,493 ,483 3,060 

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Kesadaran 

Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan 

Sumber: Data olah SPSS tahun 2020. 

 

Tabel 4.17 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,483. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 

kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan tax 

amnesty mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 48,30 persen dan 

sisanya 51,70 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. 

4.6 Pembahasan 

 

4.6.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan 
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dengan nilai t-hitung sebesar 9,335 > t-table 1,652 dengan signifikansi sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan menjadi faktor 

internal yang diprediksikan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran terhadap kewajiban perpajakan akan 

mengakui, menghargai dan ada kemauan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Sejalan dengan Theory of Planned Behavior menunjukan seberapa 

besar usaha wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan seperti kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu dan melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan. Dengan kesadaran wajib pajak 

yang tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga tinggi. Hasil penenlitian ini 

sejalan dengan penelitian Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan (2017) 

menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

keputusan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Lydiana (2018) yang 

menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan wajib 

pajak. 

4.6.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh nilai 

t-hitung sebesar 2,000 > t-table 1,652 dengan signifikansi sebesar 0,047 lebih kecil 

dari 0,05. Sanksi perpajakan dalam ketentuan perundang-undangan diharpakan 

membuat wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang sudah 

ditentukan. Peraturan atau sanksi belum tegas akan mampu meningkatkan 

kedisiplinan wajib pajak dana membayar pajak dan melakukan pelaporan 
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sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan (2017) yang 

menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri & Saiful 

(2018) bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

4.6.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengujian hipotesis ketiga menyatakn bahwa pemahaman perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan 

diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,027 > t-table 1,652 dengan signifikansi sebesar 0,044 

lebih kecil dari 0,05. Pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tantang 

perpajakan yang semakin baik, mereka tahu bahwa punishment yang akan 

didapatkan jika tidak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik. 

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki motivasi 

untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Dengan demikian semakin 

baik pemahaman tentang perpajakan dan memilki motivasi untuk memenuhi 

kewaibannya, maka semakin patuh wajib pajak tersebut. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Ramadhanty & Zulaikha (2020) yang menyatakan pemahaman 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. karena semakin 

mengerti resiko jika tidak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara 

tepat wakru. 
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4.6.4 Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan 

diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,094 > t-table 1,652 dengan signifikansi sebesar 0,037 

lebih kecil dari 0,05. Tax amnesty memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak karena dengan adanya tax amnesty wajib pajak terbebas dari segala hutang 

pajak atas seluruh hartanya yang baru dilaporkan, terhapusnya segala sanksi 

administrasi dan sanksi pidana yang mengenai wajib pajak, dan terbebas dari 

pemeriksaan dan penyidikan pajak yang biasanya dilakukan. Sejalan dengan 

penelitian Karnedi, Nahdah Fistra dan Amir Hidayatulloh (2019) menyatakan 

bahwa tax amnesti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryono & Putri, (2018) 

yang menyatakan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Data primer yang diolah diperoleh dari penyebaran kuesioner di di KPP 

Pratama Purwokerto maka selanjutnya dilakukan pengujian reliabiltas dan 

validitas yang menunjukan semua pernyataan dalam setiap variabel reliabel dan 

valid. Hasil uji dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesadaran wajib pajak bengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

3. Pemahaman perpajakan bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

4. Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian. 

 

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

 

1. Nilai Adjusment R Square menunjukan nilai relatif kecil sebesar 48,30 

persen. Sehingga masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Penelitian ini menggunakan metode survey (kuesioner) dengan 

menggunakan google forms yang berpotensi bahwa responden tidak tepat 

sasaran karena dilakukan secara online atau tidak secara langsung. 

3. Penyebaran kuesioner hanya memperoleh 1 Kantor Pelayanan Pajak yang 

bersedia karena adanya pandemi covid 19. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memiliki saran bagi 

pembaca antara lain: 

1. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik 

maka kantor pelayanan pajak harus meningkatkan pemahaman perpajakan 

dan kesadaran perpajakan agar kewajiban wajib pajak akan meningkat. 

 

2. Bagi pihak lain akan memperoleh manfaat dengan mendapatkan informasi 

tentang pengembangan teori perpajakan dalam hal yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. 

 

3. Penelitian selanjutnya menggunakan model ini disarankan untuk melakukan 

penyebaran koesioner pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

ada pada kabupaten purwokerto dan sekitarnya 
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